PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 86 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN TRANSISIONAL PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DALAM PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan
penyesuaian terhadap perubahan urusan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan

urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf a, diperlukan petunjuk pelaksanaan dari
Pemerintah Pusat yang sampai saat ini belum ditetapkan;

. bahwa dalam rangka mengantisipasi kekosongan hukum atas

pelaksanaan pelayanan publik di daerah, perlu sinkronisasi,
harmonisasi, dan sinergitas dasar hukum, sumber daya
manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan,
dan dokumentasi secara bertahap, dalam bentuk kebijakar
transisional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu ditetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat tentang Kebijakan Transisional
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomocr 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor  15)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 4010);



10.

11,

2

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4152);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4308);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5073]);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4440);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5490);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);



Menetapkan

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

3

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5508);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9312);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5585);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5603);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi
Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5608);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Jawa Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN TRANSISIONAL
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PELAYANAN
PUBLIK.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi  kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan  Daerah  untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk
menjamin kepastian hukum dan pelayanan publik dalam masa

transisi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaannya.

Paragraf 2
Tujuan
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam
pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha; dan

b. terselenggaranya pelayanan publik dalam Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 4

(1) Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Daerah
Provinsi mencakup Urusan Pemerintahan Daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

(2) Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat 8
(delapan) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang
dilaksanakan secara transisional, yaitu Urusan Pemerintahan
Daerah Bidang:

a. Pendidikan;

Kelautan dan Perikanan;
Kehutanan;

Energi dan Sumber Daya Mineral;
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e. Perdagangan;
f. Perindustrian;
g. Perhubungan; dan
h. Tenaga Kerja.
BAB IlI
KERJASAMA ANTARDAERAH
Pasal 5

(1) Untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah
Daerah Provinsi membentuk kerjasama antardaerah dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kerjasama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:

a. pelayanan perizinan baru dan perpanjangan perizinan,

b. ketentuan pengenaan Retribusi Daerah beserta tarif yang
berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan; dan

c. pendayagunaan sumberdaya aparatur, kelembagaan,
sarana dan prasarana, dokumentasi serta database yang
diperlukan untuk penyelenggaraan urusan.

(3) Kerjasama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimuat dalam Kesepakatan Bersama, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggat 22 Desember 2014

Diundangkan di Bandung
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BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR g¢ SERI B



